
TUG AS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) 

ANALISIS PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN ASET TETAP 
Dl KABliPATEN ACEH TENGAH 

UNIVERSITAS TERBUKA 

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untnk memperoleh 
Gelar Magister llmu Administrasi Bidang Minai 

Administrasi Publik 

Disusun Oleb : 

KHAIRUN NISA 

NIM. 501483023 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS TERBUKA 

JAKARTA 

2018 

43452.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

User5
Stamp



UNIVERSITAS TERBUKA 

PROGRAM PASCASARJANA 

PROGRAM STUD! ADMINISTRASI PUBLIK 

PERNYATAAN 

TAPM yang berjudul Analisis Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Tetap 

Di Kabupaten Aceh T engah 

Adalah basil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah 

saya nyatakan dengan benar. 

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan 

Adanya penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia 

Menerima sanksi akademik. 

Banda Aceh, Agustus 201 8 

~ WYangmenyatakan 

TIIII!ll"'a ~~ k .!:;;;;,, DT 
fNAM~IBURUPIAH • Kh . N. 

mrun rsa 

NIM. 501483023 

43452.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



ABSTRAK 

ANALISIS PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN ASET TETAP 
Dl KABUPATEN ACEH TENGAH 

Khairun Nisa 
inenanis20 l3@gmail.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Tcrbuka 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, aset merupakan sumber daya yang dimiliki 
oleh sebuah daerah. Besamya aset daerah menentukan berapa besar jumlah kekayaan daerah 
tersebut. Aset menjadi menjadi komponen yang sangat penting dalam membantu mempercepat 
pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar aset atau kekayaan daerah 
dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk menjalankan pemerintahan yang baik, diperlukan 
sebuah kebijakan publik unyuk mengatur pengelolaan aset tersebut. Dari bidang Aset Badan 
Pengelo\aan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, diperoleh data tanah aset yang belum 
bersertifikat yakni berjumlah 387 lokasi tanah, hal ini tentunya menjadi kendala dalam 
pemanfaatan aset berupa tanah (selain tanah untuk jalan dan bangunan) tersebut yang seharusnya 
bisa menjadi Pendapatan bagi pemnerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dalam penyelenggaraannya 
perolehan aset tetap biasanya sangat mudah diupayakan namun proses kelanjutan dari aset yang 
telah diperoleh dengan cara sah itu sendiri belum mampu mampu dikelola dengan optimal. 
Sehingga terkesan sebuah daerah sangat semangat untuk menambah asetnya, namun tidak 
memiliki kemauan yang kuat untuk mcra\vat aset tersebut. A set Tetap adalah semua barang yang 
dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ruang 
lingkup pengelolaan aset tetap adalah Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penenmaan, penyunpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, 
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pcmbinaan, 
pengawasan dan pengenda[ian, ganti rugi dan sanksi. Desain penclitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualilatif. Sumber informasi berasal dari informan yaitu orang yang memberikan 
informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan dan Pemcliharaan Aset Tetap di 
Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan permendagri nomor 19 tahun 2016. 
Kendala dalam penerapan sistem dan prosedur aset tetap tersebut adalah sumber daya manusia, 
anggaran, sarana dan prasarana dan organisasi. Penelitian ini merekomendasikan kepada 
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk meningkatkan sumber daya manusta, 
mengoptimalkan anggaran, meningkatkan sarana dan dukungan organisasi. 

Kata Kunci: pcmanfaatan, pemeliharaan dan aset tetap 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF UTILIZATION AND MAINTENANCE OF FIXED ASSETS 
IN CENTRAL ACEH DISTRICT 

Khairun Nisa 
inenanis2013@gmai!.com 

Graduate Program 
Open University 

In the implementation of regional government, assets are resources owned by a region. The 
amount of regional assets determines how much the area's wealth is. Assets become a very 
important component in helping to accelerate development to realize community welfare. In 
order for regional assets or wealth to be optimized for the utilization of good governance, a 
public policy is needed to regulate the management of these assets. From the field of assets of the 
Central Aceh District Financial Management Agency, land data of assets that have not been 
ce11ified is 387 land locations, this is certainly a constraint in the usc of assets in the form of land 
(other than land for roads and buildings) which should be revenue for the district government 
Central i\ceh. In carrying out the acquisition of fixed assets is usually very easy to work for but 
the continuation process of assets that have been obtained in a legitimate \\o<:l)' itself has not been 
able to be managed optimally. So that impressed an area was very eager to add assets, but did not 
have a strong will to care fur these assets. Fixed Assets are all goods purchased or obtained at the 
expense of the APBD or derived from other legitimate gains. The scope of management of fixed 
assets is needs plunning and budgeting, procurement, receipt, storage and distribution, use. 
administration, utilization, security and maintenance, assessment, elimination. transfer, guidance, 
supervision and control, compensation and sanctions. This research design u<;es qualitative 
descriptive method. Sources of information come from infOrmants, namely people who provide 
information. The results showed that the Fixed Use and Maintenance of Asset in Central Aceh 
District was not fully in accordance with Permendagri number 19 of2016. The constraints in the 
application of the fixed asset system and procedures were human resources. budget, facilities and 
infrastructure and organization. This study recommends to the Central i\ceh District Government 
to improve hurnan resources, optimize the budget, improve organizational facilities and support. 

Ke)"\'-.'onls: utilization. maintenance and fixed assets 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Kabupaten Aceh Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 (drt) 

Tahn 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor II 07) yang ter!etak di daratan tinggi gayo dengan luas wilayah keseluruhan 

4.318,39 km2
. 

Sejak dilakukan pemekaran, Kabupaten Aceh Tengah sebagai kabupaten induk 

mengalami banyak perkembangan ditandai dengan peningkatan target pendapatan 

daerah yang terus meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan tersebutdiharapkan 

meningkat pula kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Sesuai dengan Undang­

undang Nomor 23 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dimana 

kedua undang-undang tersebut mcmiliki pengertian, bahwa daerah dcngan 

kewenangan yang dimilikinya untuk mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya. 

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Aceh Tcngah tahun 2017 udalah 

Rp. 1.508.729.337.576,27 dari target anggaran Rp 1.538.696.458.580 atau sekitar 

98,05 %. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap penambahan asct tetap yang dapat 
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68 

dilihat dari belanja modal tahun 2017. Pertambahan tersebut dapat dilihat dari tabel 

4.1 berikut. 

No Klasifikasi Aset 
I Tanah 
2 Peralatan dan Mesin 
3 Gedung dan Bangunan 
4 Jalan, Iri.gasi dan Jaringan 
5 Aset Tetap Lainnya 
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Tabel4.1 
Sa\do Aset tetap 

Saldo 2017 
184.984.426.088 

375.190.249.959 
731.127.161.943 
1.749.574. 776.427 

27.074.257.722 
11.690.489.440 

Saldo 2018 
181.929.604.918 
323.517.614.708 
640.681.124.338 

1.493 031.784 600 
22.398.438.865 
39.609.353.893 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 

Penambahan aset tetap dari belanja modal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan 

pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Pengelolaan aset tetap di Kabupaten Acch 

Tengah mcrupakan tanggungjawab dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Aceh Tengah yang disingkat BPKK dibawah Bidang Aset, namun aset tetap bukan 

hanya tanggungjawab BPKK tetapi merupakan tanggungjawab setiap satuan 

perangkat kerja kabupaten (skpk) selaku pengguna aset tetap yang menyediakan 

pelayanan sehingga mampu mengoptimalkan pelayanan kcpada masyarakat. 

Pelaksanaan pengelolaan aset tctap di Kabupaten Aceh Tengah, berpedoman pada 

Qanun Kabupaten Aceh Tcngah Nom or 7 Tahun 2013 ten tang Pengelolaan Barang 

Milik Dacrah. Dimana qanun ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam 

Ncgcri (Pcnnendagri) Nomor 17 Tahun 2007. 

Pclaksanaan pengelolaan asct tetap di Kabupaten Aceh Tengah mclibatkan Bupati 

beserta perangkat kcrjanya. Hal ini dapat dilihat pada hagan 4.1 

I 
! 
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Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset tetap 

Sekretaris Daerah selaku pengelola 

Pembantu pengelola barang 

Kepala SKPK selaku pengguna 

Kepala UPTD/Pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna 

i 
[ Penyimpan Barang l 

i 
[ Pengurus Barang l 

Hagan4.l 

Pelaksanaan Pengclolaan Asct Tetap Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 
Sumber: Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2013 

69 

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap dimulai dari Bupati selaku pemegang 

kekuasaan dalam mengelola aset tetap sampai pengurus/penyirnpan barang sepet1i 

pada bagan diatas, setiap tingkatan mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda. 

Walaupun memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda, namun setiap tingkatan tetap 

saling berkoordinasi guna mendapatkan informusi tentang keadaan aset tetap secara 
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jelas, dan benar, termasuk benar dari sisi dokumen kepemilikan dan benar dari sisi 

nilai aset pacta saat tertentu. 

Pengelolaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan dalam Qanun 

Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2013 berdasarkan Permendagri Nomor 17 

Tahun 2007. Pengelolaan aset tctap tcrsebut mernpunyai proses yang cukup panjang 

dan membentuk siklus, ada l3 tahapan yang dilalui pada proses pengelolaan aset ini, 

6 tahapan pengelolaan aset tetap antara lain Pemanfaatan, Penilaian, Penghapusan, 

Pemindahtanganan, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta Tuntutan ganti 

rugi melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dibantu oleh 

tim yang dibentuk untuk menilai kondisi aset tetap, tim tersebut terdiri dari tim ahli 

dibidang aset. Tahapan yang dilakukan oleh I3PKK terhadap aset untuk 

mengungkapkan kondisi aset yang sebenarnya baik dari segi nilai aset, dokumen 

kepemilikan aset, dan keberadaan aset serta jumlah asct itu sendiri sehingga dapat 

dipcroleh informasi yang sebenarnya tentang aset yang kemudian dapat diungkapkan 

dalam laporan kinerja pemerintah dacrah kabupaten Aceh Tengah. 

Untuk 7 tahapan selanjutnya lagi dilakukan oleh seluruh SKPK yang 

menggunakan/memakai aset tetap daerah antara lain Pcrencanaan, Pengadaan, 

Penerimaan, peny1mpanan dan penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, 

Pemeliharaan, dan Pembiayaan. Dalam melakukan perencanaan SKPK harus 

mcmbuat dokumen kebutuhan asct tctap dan dokumen kebutuhan pcmeliharaan aset 

tetap setiap tahunnya untuk kemudian disampaikan kepada pembantu pengelola dan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk kemudian dibahas di 

tingkat kabupaten sampai dokumen ini menjadi dasar pcmbuatan Daftar Pelaksanaan 
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Anggaran (DPA}. DPA akan dijadikan dasar dalam penggunaan anggaran salah 

satunya adalah pembelian aset tetap atau sering disebut sebagai belanja modal. 

Pengadaan aset tetap merupakan usaha untuk mendapatkan aset dengan cara membeli 

aset. Proses perolehan aset di SKPK dapat dilakukan dengan cara order dengan pihak 

ketiga, penunjukan langsung, bisajuga dcngan cara tender tergantung dari biaya yang 

dikeluarkan oleh SKPK yang mempunyai aturan tertentu. 

Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dilakukan oleh panitia pengadaan aset, 

panitia pemeriksaan aset, pengurus/penyimpan barang. Yang harus diperhatikan 

adalah aset yang diterirna harus sesuai dengan yang direncanakan seperti type, merk, 

jumlah, dan spesifikasi lain, kemudian dilakukan penyimpanan dan penyaluran. 

Penggunaan aset tetap oleh pengguna harus dilakukan dengan baik sesuai dengan 

peruntukannya dan untuk menghindari kerusakan. 

Penatausahaan mulai dari pembukuan, penginventarisasian, pelaporan, 

penggolongan, pelaksanaan sensus barang oleh pengurus/penyimpan. Pengamanan 

dan pemeliharaan sudah dilakukan namun masih dirasa kurang. Pembiayaan 

dilakukan hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah. 

Adapun siklus pengelolaan aset tetap ini dapat dilihat pacta bagan 4.2. 
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Perencanaan ------;;. ( Pengadaan ) ------;;. Penerimaan, 
Penyimpanan dan 

Penyaluran 

t 
Pemanfaatan ~[ Penatausahaan I~[ Penggunaan 

t 
Pemeliharaan ----7 [ Penilaian l ----7 [ 

Penghapusan 

t 
Pembinaan, 

Pembiayaan Pengawasan dan ~ Pemindahtanganan 
Pengendalian 

t 
Tuntutan Ganti 

Rugi 

Bagan 4.2 

Siklus Pengelolan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 
Sumber: Qanun Kabupatcn Acch T cngah Nomor 7 Tahun 20 13 

B. Hasil Penelitian 

1. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Asct Tctap di Kabupaten Aceh Tengah 

72 

l 

l 

Di Kabupaten Acch Tcngah, pcngelolaan aset tetap dilakukan oleh Bidang Asct 

Hadan Pengelolaan Keuangan dan seluruh SKPK dalam Kabupaten :\ceh Tengah. 

Dalam pengelolaan aset tetap perlu sebuah sistem dan prosedur untuk menjalankan 

pengelolaannya. Sistem dan prosedur adalah hal yang tak dapat dipisahkan. Sistem 
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tanpa prosedur tak dapat dilaksanakan, sedangkan prosedur tanpa sistem akan 

menciptakan kesemrawutan. Sebuah kegiatan tanpa sistem dan prosedur akan 

menjadikan kegiatan tersebut tanpa arah dan tujuan. Begitu juga halnya dalam 

persoalan aset tetap. Untuk mengelola aset tetap tentunya diperlukan sistem dan 

prosedur aset tetap. 

Sistem dan prosedur aset tetap adalah panduan atau pedoman yang digunakan oleh 

Kabupaten Aceh Tengah dalam hal pengelolaan Asct Tetap. Sistem dan Prosedur aset 

tetap di Kabupaten Aceh Tengah adalah berdasarkan kepada peraturan yang Lelah 

ditetapkan yaitu Peramendagri Nomor 19 Tahun 2016 ten tang pedoman pengelolaan 

Barang Milik Daerah. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan kabid aset yang 

menyatakan: 

"Kami memiliki sistem dan prosedur aset atau sop yaitu qanun kabupaten aceh 
tengah nomor 7 tahun 2013 tentang pengelo!aan barang milik daerah, namun kami 
telah mengacu pacta permendagri nom or 19 tahun 2016 sebagai peraturan terbaru 
menganai pengelolaan aset (wawancara tanggal3 April2018)." 

Sistem dan prosedur aset tetap tersebut dirancang dan ditetapkan oleh DPRK atas 

usulan bidang aset. Penyusunan sistem dan prosedur tersebut dilakukan dengan 

melihat kebutuhan akan perlunya scbuah sistem dan prosedur aset tetap. Pemerintah 

Kabupaten Aceh Tengah telah rncnetapkan sistem dan proscdur aset tetap dalam 

qanun nom or 7 tahun 2013 ten tang pengclolaan barang milik daerah. Dimana qanun 

ini bcrpcdoman pad a pcrmendagri nomor 17 tahun 2007. Namun untuk saat ini untuk 

pcngelolaan aset tetap pemerintah kabupaten aceh tcngah sudah rnengacu ke 

permendagri nom or 19 tahun 20 16 sebagai peraturan terbaru mengenai pcngelolaan 
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aset tetap. Hal ini juga disampaikan oleh Kasi Penilaian dan Pelelangan Aset yang 

menyatakan bahwa : 

"Walaupun pemerintah kabupaten aceh tengah belum rnengeluarkan qanun terbaru 
terkait pengelolaan aset tetap. karena hingga saat ini belum disahkan di dprk aceh 
tengah. Namun untuk pengelolaan aset itu sendiri kami telah mengacu ke 
permendagri nomor 19 tahun 2016 (wawancara tanggal31 juli 2018)." 

Qanun pengelolaan aset tetap yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh 

Tengah, selanjutnya akan menjadi acuan untuk spengelolaan aset tetap bagi seluruh 

SKPK dalam lingkungan kabupaten acch tcngah. Berdasarkan wawancara dengan 

pengurus Barang, yang menyatakan : 

"Kami memiliki sistem dan prosedur aset tetap yang mengacu sepenuhnya ke sop 
dari bagian asct(wawancara tangga\ 26 Maret 2018)." 

Di dalam Qanun Nomor 7 tersebut menjelaskan maksud dan tujuan penge!olaan 

barang. Maksud pengelolaan barang atau aset adalah untuk mengarnankan barang 

rnilik daerah, menyeragamkan langkah~langkah dan tindakan dalam pengelolaan 

barang dan memberikan jaminan kepastian da!am penge!o!aan barang.Sedangkan 

tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk rnenunjang kelancaran 

pe!aksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, terwujudnya 

akuntabilitas dalam pengelolaan barang, dan terwujudnya pengelolaan barang yang 

tertib, efektif dan efisien. 

Dalarn hal pencatatan aset tetapnya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tclah 

rnerniliki sistcrn akunt~msi dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dcngan 

keputusan bupati kabupaten aceh tengah. Sistem dan prosedur asct tctap tersebut 

dituangan dalarn kebijakan sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi kabupaten aceh 

tengah. Dalam sistem akuntansi pemerintah kabupaten aceh tengah nomor 22 tahun 
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2014 ten tang sistem akuntansi pemerintah kabupaten aceh tengah menjelaskan 

bagaimana Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap untuk penambahan, 

pengurangan, penghapusan, penjualan, pertukaran, pemberian hibah serta pengakuan 

konstruksi dalam pengerjaan. 

Dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap yang tertuang pada Peraturan Bupati Aceh 

Tengah nomor 44 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan bupati Aceh Tengah 

nomor 21 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Aceh 

Tengah berbasis akrual menyebutkan defenisi dan klasifikasi aset tetap, pengakuan 

aset tetap, pengukuran aset tetap dan penyusutan aset tetap. 

Sebagaimana yang diungkapkan olch Kabid akuntansi dan pelaporan badan 

pengelo!aan keuangan, menyatakan: 

"Di Kabupaten Aceh Tengah kita memi!iki ketentuan baku mengenai pencatatan 
aset tetap, yaitu mengacu kepada sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi yang telah 
ditetapkan oleh bupati. Acuan ini akan menjadi patokan bagi SKPK dan Pemerintah 
Kabupaten Aceh Tengah khususnya untuk me!akukan pencatatan dan pe!aporan aset 
tetap. Sehingga akan memberikan keseragaman bagi SKPK dan memudahkan SKPK 
serta pemerintah kabupaten aceh tengah untuk me!akukan pencatatan aset tetap 
(wawancara tanggal3 Apri\2018).'" 

Dengan adanya kebijakan mengcnai sistem dan prosedur aset tetap tersebut, 

diharapkan menjadi ~ebuah keseragaman dalam pengelolaan aset tetap di SKPK 

dalam pemerintahan kabupaten aceh tengah.Selain itu dcngan adanya sistem dan 

prosedur aset tctap tersebut diharapkan pengelolaan asct tetap menjadi optimal sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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a. Pemanfaatan Aset Tetap 

Aset tetap yang tidak digunakan oleh pcmerintah daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintahan dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, namun 

tidak terjadi peralihan kepemilikan. Pemanfaatan aset tetap itu sendiri harus memiliki 

persetujuan kepala daerah yang dilaksanakan oleh pengelola barang. Dalam 

memanfaatkan aset tetap dilaksanakan peraturan yang berlaku. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh kepala badan pengelolaan keuangan sebagai berikut: 

''Aset yang telah diperoleh dimanfaatkan dengan sebaik rnungkin untuk 
penyelenggaraan tugas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak 
menimbulkan masalah dikemudian hari, setiap individu atau organisasi yang ingin 
memanfaatan asset tentu harus berpedoman kepada aturan(wawancara tanggal 4 April 
2018)." 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pemanfaatan aset tetap di Kabupaten 

Aceh Tengah untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dimana untuk 

meaksanakan pemanfaatan aset tetap harus melalui pengelola barang. Hal senada ini 

berdasarkan pernyataan kasi evaluasi dan pengendalian aset, yang menyatakan : 

"Kalau mau pinjam pakai (manfaatin aset) harus menyurati sckda melalui kami 
(bidang aset), kemudian untuk surat terscbut akan disampaikan ke sekda tews dibutlt 
telaahan staf dan setelah ada persetujuan, baru aset yang ingin dimanfaatkan tersebut 
boleh dimanfaatkan oleh pihak yang meminta (wawancara tanggal 23 Juli 2018)." 

Menurut kepala scksi evaluasi dan pengedalian pada Badan Pengelolaan 

keuangan Kabupatcn aceh Tengah bahwa, tata cara pc-manfaatan barang mi!ik dacrah 

adalah dcngan menyurati Sekretaris Daerah Kabupaten Acc-h Tengah melalui Bidang 

asset, selanjutnya sete!ah ada persetujuan dari sekretaris Daerah baru dilaksanakan 

pcmanfaatan asset yang dimaksud. Dan yang mcnjadi objek dalam pcmanfaatan aset 

tetap di Kabupaten Aceh Tengah adalah berupa tanah atau bangunan, dan selain tannh 
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atau bangunan. Sebagaimana telah diungkapkan oleh kasi penilaian dan pelelangan 

aset: 

"Objek dari pemanfaatan aset daerah adalah semua aset tetap berupa tanah dan 
bangunan dan atau bukan tanah dan bangunan. dimana aset terscbut bukan 
merupakan objek pajak atau retribusi daerah seperti tanah kosong milik pemda, gold 
storage, dan lainnya. Kalau seperti Gos, sewa took pemda itu sudah merupakan 
pendapatan asli daerah pemkab dan sudah ditetapkan jumlah penghasilannya 
(wawancara tanggal23 Juli 2018)." 

Hal ini ditambahkan oleh Kabid 1\kuntansi Pcncrimaan Badan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang menyatakan : 

"Gedung gos, gedung pendari adalah objek retribusi yang sudah ditetapkan di 
dalam dan sudah dianggarkan dalam DPA (wawancara tanggal 23 juli 2018).'' 

Menurut kasi penilaian dan pelelangan, bahwa objek objek yang bisa 

dimanfaatkan adalah objek-objek seperti tanah dan hangunan yang bukan merupakan 

objek retribusi daerah dan pajak daerah. Sementara pemanfaatan asset dengan 

menycwa hampir seluruhnya dilakukan oleh pihak swasta daerah seperti yang 

diungkapka oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupalen Aceh Tengah 

sebagai berikut: 

"Aset pemerintah daerah yang disewakan hampir seluruhnya dise\vakan kepada 
pihak swasta, dalam jangka waktu tertentu sesuai dcngan ketentuan dan perjanjian 
kita dengan pihak swasta tersebut (wawancara tanggal4 /\pril 2018).'' 

Selain itu tanggung jawab pemanfaatan aset adalah selama pemanfaatan aset 

tetap tersehut semua pengamanan dan pernelih:mwn aset tetap menjadi tanggung 

jawab mitra yang mcmperoleh manfaat dari aset tetap itu sendiri. Herdasarkan 

wawancara dengan kasi evaluasi dan pengendalian asci yang menyatakan: 

.. Ya kalau aset sudah dipakai atau dimanfaatkan sama pernanfaatnya, kan _iadi 
tanggungja\vabnyalah barang tu. perneliharaannya. kalau mobil kan dialah yang 
servis, ganti oil intinya dijagalah aset itu (wawancara tanggal 23 Juli 20 18)"'. 
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Hal ini juga ditambahkan oleh stafbidang aset, yang menyatakan: 

"mmm .... dijagalah kayak barang sendiri, pinjam ya tanggungjawab sam a aset itu 
sendiri, dan harapan supaya waktu balekkan aset itu masih dalam kondisi baik 
( wawancara tanggal23 Juli 2018)." 

Pada Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Tengah, bentuk pemanfaatan aset tetap 

hanya berupa Sewa dan Pinjam Pakai, scdangkan untuk Kerja Sarna Pemanfaatan 

(KSP), Barang Guna Serah (BGS) atau Barang Serah Guna (BSG) dan Kerja Sarna 

Pemanfaatan lnfrastruktur (KSPI) belum ada dilaksanakan. Berdasarkan wawancara 

dengan kasi evaluasi dan pengenda\ian aset yang menyatakan: 

"Kebanyakan pemanfaatan aset di aceh tengah hanya dalam bentuk sewa dan 
pinjam pakai, seperti pinjarn pakai kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor 
serta pinjarn pakai mobiler berupa kursi dan meja kerja (wawancara tanggal 23 Juli 
2018)". 

Hal senada juga disampaikan oleh kasi penilaian dan pelelangan asct, yang 

rnenyatakan: 

"Disinikan sementara ne, pemanfaatan aset cuma sewa sama pin jam pakai, ka[au 
untuk ksp, bgs atau bsg terus kspi sementara belum ada kami laksanakan (wawancara 
tanggal23 Juli 2018)'". 

Kegiatan penyewaan dan pmpm pakai dilakukan untuk mengoptirnalkan 

pendayagunaan aset tetap itu sendiri. Pihak yang diperbolehkan untuk menyewa dan 

pinjam pakai aset tetap adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, Badan Hukum IRinnya dan S\vasta (bisa berupa individu, kelompok, lembaga 

dan lainnya. Demikian juga untuk jangka \Vaktu pemanfaatan aset tersebut, sudah 

ditetapkan sesuai dengan kriteria aset tetap dan berdasalkan hasil kesepakatan dengan 

pemkab aceh tengah. Sebagimaua diungkapkan oleh kasi evaluasi dan pengendalian 

aset yang menyatakan : 
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"Siapa saja boleh melakukan menyewa dan pmJam pakai, asalkan mampu 
memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemkab, serta melalui 
tahapan dan proseduryang kami tetapkan ... demikian juga dengan jangka waktu yang 
diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara pemkab dengan pihak 
yang akan melakukan sewa atau pinjam pakai aset pemda kabupaten aceh tengah 
(wawancara tanggal23 Juli 2018)". 

Besaran tarif yang dipakai berdasarkan wawancara dengan kasi evaluasi dan 

pengendalian aset yang rnenyebutkan : 

·'Kalau untuk tarifsewa selain tanah dan bangunan itu ada diperaturan bupati Aceh 
tengah, sedangkan untuk selain yang dua tadi jumlah sewa untuk aset itu sendiri saya 
tidak tahu, tentunya ini sesuai dengan kesepakatan dengan pihak terkait antara 
pemkab aceh tengah dan pihak yang menyewa, pasti jumlah sewa bergantung pada 
lamanya dan banyaknya aset itu digunakan dan maksimal watu penyewaan adalah 
lima tahun (wawancara tanggal23 Juli 2018)." 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut adalah untuk tarif sewa tanah dan bangunan 

ditetapkan dengan peraturan Bupati, sedangkan untuk barang daerah selain tanah dan 

bangunan sesuai dengan kesepakatan dan kebijakan daerah. Dan apabila sewa 

berakhir maka pemerintah Kabupaten Acch Tengah melalui Badan Pengelolaan 

Keuangan Bidang Aset akan melakukan pengecekan terhadap asset yang akan 

dikembalikan, hal ini untuk memastikan keadaan asset tersebut, seperti yang 

diungkapkan oleh Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan sebagai 

berikut 

"Setiap asset yang dikembalikan atau yang sudah habis masa sewa atau 
peminjaman, kita akan melakukan pengecekan terhadap kondisi dari asset tersebut, 
jangnan nanti tidak sesuai dengan kondisi yang sebclumnya sehingga akan merugikan 
Pcmcrintah Kabupaten Aceh Tengah (wawancara tanggal 23 Juli 20 18).'' 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang asset tersebut diketahui 

bahwa setiap asset yang sudah habis masa peminjman atau habis masa sewa, maka 
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pegawai Bidang Aset yang melakukan pengelolaan Barang akan melakukan 

pengecekan terhadap asset yang akan dikembalikan tersebut. 

b. Pemeliharaan Aset Tetap 

Pemeliharan aset tetap adalah sebuah usaha untuk menjaga atau mengamankan 

aset tetap. Pemcliharaan aset tetap meliputi pengamanan administrasi, pengamanan 

fisik dan pengamanan hukum. Untuk aset tertentu ada pemeliharaan khusus yang 

kemudian memiliki biaya untuk pemeliharaannya. Peme!iharaan berpedoman pada 

ketentuan yang ada. Biaya peme!iharaan aset tetap daerah dibebankan pacta APBK. 

Pemeliharaan berpedoman pacta ketentuan yang ada. Pengamanan dan pemeliharaan 

asct tctap dilakukan oleh pengelola barang, pcngurus barang dan semua pihak yang 

berkaitan dengan penge!o[aan aste tetap. Ha! ini sebagaimana disampaikan oleh kasi 

Pendataan dan pelaporan aset : 

"Pemeliharaan aset itu tidak terlepas juga dengan pengamanan aset. Pengamanan 
asset bisa dalam bentuk pembuatan sertifikat tanah, memasang tanda letak dan pagar 
batas, pemasangan CCTV pada gedung-gedung pemerintah (wawancara tanggal 23 
juli 20 18)." 

Sebagaimana pernyataan pengurus barang Badan Pengelolaan Keuangan, yaitu: 

"Pengamanan dan pemeliharaan asct tetap di badan pengelolaan dilakukan sesuai 
dengan ketentuan yang ada. Kami pengurus barang melakukan pengamanan dan 
pemeliharaan secara umum dan juga dilaksanakan oleh seluruh pegawai di badan 
pengelolaan kcuangan Kabupaten Aceh Tengah (wawancara tanggal 26 Maret 
2018)." 

Dalam pemeliharaan aset tetap, sedikit lam ban prose:.nya. Hal ini disampaikan 

oleh stafi3adan Pengelolaan Keuangan yang menyampaikan: 

'·Kalau ada barang yang rusak atau diperbaiki lama kali prosesnya. Kadang­
kadang kan kek mal as pun bilangnya ini rusak itu rusak ... ngak di open ... yang laen 

43452.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



81 

dulu diurusin ... udah lama baru diperbaiki, akhirnya kan perbaiki sendiri kadang~ 
kadang (wawancara tanggal5 April2018)." 

Sarna halnya dengan penyewaan asset, pemeliharaan sepenuhnya dilakukan oleh 

penyewa, dan biaya juga ditanggung oleh para penyewa sebagaiamana yang 

diungkapkan oleh kepala bidang asset pacta badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Aceh Tengah 

"Kalau pemeliharaan dilakukan oleh penyewa, kecuali ada rusak berat, itu kalau 
ada kesepakan keduabelah pihak , maka akan ditanggung bersama-sama, jadi biar 
asset terjaga dan terpelihara(wawancara tanggal 3 April 20 18)." 

Banyak akibat yang ditimbulkan dari kurang optimalnya pengamanan dan 

pemeliharaan aset tetap. Diantaranya adalah banyaknya aset tetap yang berada dalam 

kondisi rusak berat, hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Rerikut informasi 

tentang aset tetap yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya dapat dilihat pada 

table 4.2. 

Tabel 4.2 
Data Aset Hilang/tidak diketahui Keberadaannya 

.~-----

No Klasifikasi Aset Jumlah Unit 
I Kendaraan dan Perlem:kaoan Kantor 16 Unit 
2 Peralatan dan Mesin 5 Unit 

Sumber: Data d10lah 

Dari data tersebut diketahui ada aset tetap yang hilang atau tidak diketahui 

keberadaannya. Penyebab hilangnya aset tersebut nda!ah knrena murni hilang dan 

juga disebabkan kelalaian dari pegmvai yang kurang bertanggungjawab atas asct yang 

digunakannya. Hal ini berdasarkan \Vawancarn denga kasi pendataan dan pelaporan 

aset yang menyatakan : 

43452.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



82 

"Banyak aset yang hi lang atau tidak diketahui keberadaannya, ada yang memang 
murni hilang, tapi kan ada juga yang hi lang ya kama ikut pemilik awalnya, kalo 
mutasi yang punya aset trus asetnya ikut juga. Ya jadi masalahlah untuk pengurus 
barang bingung dia dicatat ke barangnya ndak ada (wawancara tanggal 23 Juli 
2018)". 

Untuk rnasalah tersebut, Pernkab Aceh Tengah akan melakukan upaya yaitu 

dengan cara menghapus aset tetap tersebut dari daftar aset tetap Kabupaten Acch 

Tengah. Sebagaimana diungkapkan kabid Aset yang menyatakan: 

"Aset-aset yang hi lang dan tidak diketahui keberadaannya tersebut, nantinya akan 
diusulkan untuk dihapuskan dengan prosedur yang telah ada"(wawancara tanggal 3 
April 20 18)". 

Selain masalah aset yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya, 

pemeliharaan aset dalam bentuk pengamanan berupa sertifikat, khususnya untuk 

tanah juga merupakan permasalahan aset tetap. Data tanah pemda kabupaten aceh 

tengah dapat dilihat dari table 4.3 

Tabel 4.3 
Data Tanah bcrsertifikat ' 

No Uraian Jumlah Data 
I Data Tanah KIB A 582 Lokasi 

r--2 Tanah Rersertifikat sudah diinput ke KIB A 186 Lokasi 
' 

Tanah I3<::rsertifikat bclum diinput ke KIB A 19 Lokasi -
Jumlah Tanah Bersertifikat 195 Lokasi 

3 Tanah belum bcrscrtitikat 377 Lokasi 
Sumber. Btdang Aset Radan Pengclolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 

Dari data tersebut diketahui ban yak tanah pemerintah kabupaten aceh tengah yang 

belum memiliki sertifibt. i\da heberupa pcnycbab tanah tersebut belum mcmilik1 

sertifikat diantaranya, tanah tcrsebut berupa jalan baru, belum jelas batas-batasnya 

dan masih dalam sengketa. Hal ini disampaikan olch Kabid Aset yang menyatahan: 

"Banyaknya tanah yang belum punya sertifikat karcna bcberapa masalah, 
smisalnya karena jalan baru atau pengadaan jalan baru atau kita bilang pembukaan 
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jalan, bisa juga karen a belum jelas batasnya dan ada juga dalam sengketa. Tapi untuk 
masalah ini kita akan adakan sensus pada tahun ini untuk mendata jumlah aset kita 
(wawancara tanggal3 April2018)". 

Selain itu banyak bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan karena tidak adanya 

pemeliharaan terhadap aset tersebut. Hal ini seperti diungkapkan oleh salah seorang 

warga Kabupaten Aceh Tengah, yang menyatakan : 

"Ada bangunan yang terbengkalai seperti tidak dirawat, salah satunya yang 
didekat keuangan, kantornya bekas uptd bebesen, sepertinya sudah tidak dipakai lagi. 
karena bangunan tua dan tidak terawat (wawancara tanggal 3 April 20 18).'' 

2. Kendala Dalam Penerapan Sistem dan Prosedur Aset Teta]l di Badan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 

a. Sumber Daya Man usia (SDM) 

Sumber daya manusia merupakan hal pokok dalam pengelolaan asct tctap. SDM 

menentukan kinerja pengelolaan aset tetap. Banyaknya jumlah aset tetap tentunya 

membutuhkan personil dalam melakukan pengelolaannya, kenyataannya di beberapa 

SKPK yang besar dalam pengelolaan aset tetap hanya dilakukan oleh satu orang 

pengurus barang. Hal ini tcntunya menghambat pekerjaan pengurus barang. 

Sebagaimana diungkapkan oleh pengurus barang BPKK yang menyatakan: 

.. kerja ku kan banyak, maunya ada pengurus barang pembantu. Jadi bisa bagi 
tugas, ada yang tugasnya catat, rnenginput trus ada yang ngurusin kerja yang lainnya 
uitu 1\V<.l\\Ullcara tall!H.!al J April 20 18).'' 0 \ ~~ 

1-l;;ll ini tentunya akan bcrakibat kepada aset tetap yang harus dikelola. 

scbagairnana diungkapkan bendahara barang 13PKK: 

.. Banyak asct tctap yang harusnya segera ditangani, tetapi prosesnya menjadi 
lambat diperbaiki atau direnovasi karena pengurus barang yang terkadang harus 
menyelesaikan tugasnya yang Jain (wawancara tanggal3 April2018)." 
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Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan staf akuntansi Badan 

Pengelolaan Keuangan yang menyatakan: 

''Kadang-kadang kan kek malas pun bilangnya ini rusak itu rusak ... ngak di 
open ... yang laen dulu diurusin ... udah lama baru diperbaiki, akhimya kan perbaiki 
sendiri kadang-kadang (wawancara tanggal3 April2018)." 

Pelatihan dan pembinaan merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan untuk 

meningkatkan keahlian, pcngetahuan, pengalaman seseorang. Perubahan kebijakan 

menuntut adanya pelatihan dan pembinan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, 

agar para pengurus barang khususnya mampu menyesuaikan diri dcngan perubahan 

mengcnai kebijakan pengelo[aan aset tetap. 

Salah satunya adalah berubahnya peraturan dan bergantinya pengurus barang 

setiap tahunnya. hal ini seperti diungkapkan kasi pcndataan dan pelaporan aset yang 

menyatakan: 

"Kan sering kali gantilah pengurus barang, jadilah bendahara yang baru ngak tau 
gimana memulai kerjanya. Makanya pelatihan tu perlu kali (wawancara tanggal 23 
Juli 2018)". 

Hal ini juga Uitambahkan oleh stafbidang asct yang menyatakan: 

''Tukar bendahara ne bikin pusing kami, sebagian kan dah diajari, terus tukar 
bendaharanya, akhirnya bendahara baru payah bel ajar lagi dari pertama (wawancara 
tanggal23 Juli 2018)". 

Dengan adanya pelatihan kendala yang dihadapi oleh para pengurus barang 

setidaknyn kesnlahan dalam pencatatan akan dapat diminimalisir olch para pengurus 

barang, terutama pengurus barang baru yang rnasih belum merniliki pernahaman 

dalam pencntatan aset tetap. Scbagairnana yang diungkapkan dala111 wa\Vancara 

dengan pengurus barang Bad an Pengelolaan Keuangan, yang menyatakan: 
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tahunnya, 
2018)." 

terus kami pengennya ada pelatihan atau pembinaanlah rutin 
kan pasti ada perubahan-perubahan kan (wawancara tanggal 26 

85 

setiap 
Maret 

Masalah pelatihan untuk peningkatan aset tetap pemah dilakukan pada tahun 

2015, sebagaimana yang disampaikan oteh Kabid A set Badan Pengelolaan Keuangan 

yang menyatakan : 

"Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya pengelolaan aset daerah terakhir kali 
kalau tidak salah kami mengadakan pelatihan itu tahun 2015, itupun masalah aptikasi 
simda bmd (wawancara tanggal 26 Maret 2018)." 

Berdasarkan wawancara tersebut, membuktikan bahwa masih kurangnya pelatihan 

dan pembinaan mengenai pengelolaan aset tetap. Kurangnya pelatihan dan 

pembinaan akan menyebabkan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan aset tetap 

rnasih awam dengan pengelolaan aset tetap itu sendiri. Sehingga sumber daya 

man usia untuk pengelolaan aset tetap dirasa masi kurang. 

b. Anggaran 

Perencanaan anggaran perneliharaan di Kabupaten Aceh Tengah dalam Rencana 

Ke1ja dan Anggaran SKPK dengan memperhatikan ketersediaan asct tctap. Namun 

anggaran perneliharaan aset tetap tergantung pada pengajuan dari setiap SKPK 

tersebut. Karena kebutuhan masing-masing pemeliharaan SKPK. Kebutuhan ini 

diajukan ke bagian perencanaan SKPK masing-masing. Kebutuhan perencanaan 

anggaran pcmeliharaan ini selanjutnya akan dirnasukkan menjadi rencana pembe!mn 

untuk tahun anggaran berikutnya, dimana rencana anggaran peme!iharaan aset tetap 

tersebut selanjutnya akan diajukan di bappeda. Sclanjutnya usulan tersebut akan 

dibahas di bidang ekonomi dan perencanaan dan selanjutnya akan diusulkan ke dalam 
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RKA. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasubbag perencanaan dan 

evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan yang menyatakan : 

"Perencanaan anggaran perneliharaan aset tetap dilaksanakan dengan melihat 
kebutuhan aset tetap, sehingga kami melimpahkan usulan aset ke setiap bidang atau 
bagian. Setelah setiap bidang atau bagian memberikan usulannya, kami akan 
menyusunnya ke dalam RKA dan selanjutnya akan dibahas ke bidang ekonomi dan 
perencanaan di Bappeda. (wawancara tanggal28 Maret 2018)" 

Penentuan kebutuhan anggaran pemeliharaan aset tetap berkaitan erat dengan 

anggaran yang disediakan dan ditetapkan, diper!ukan analisis mendalam termasuk 

analisis terhadap keterbatasan dana yang dimiliki sehingga tidak semua usulan dapat 

dipenuhi. Rencana kebutuhan anggaran pemeliharaan aset tetap yang telah diajukan 

didalam RKA, dimana RKA yang diusulkan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar 

pembuatan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah). RAPBD 

akan disampaikan ke DPRK untuk dibahas dan disahkan. Setelah RAPB disahkan 

selanjutnya disampaikan ke Gubernur Aceh untuk di evaluasi, apabila tahap evaluasi 

telah selesai, akan menjadi dasar penyusunan DPA SKPK. Hal ini senada dengan 

pernyataan Kasi Penyusunan Anggaran yang menyatakan : 

"Penganggaran pemeliharaan aset tetap dilaksanakan setelah Bappeda 
mengusulkan RKA ke DPRK. Setelah RKA di setejui DPRK maka akan menjadi 
RAPB yang selanjutnya akan diajukan oleh bagian anggaran ke DPRK apabila telah 
selesai akan dievaluasi ke gubernur. Sctclah RAPBD di setujui akan dibuat DPA. 
Setalah DPA tcrbit dapat dikctahui berapa jumlah anggaran pemeliharaan aset tetap 
yang dianggarkan. (wawancara tanggal 28 Maret 2018)." 

Minimnya dann pemeliharaan juga merupakan suatu masalah dalam pengelolaan 

aset tetap. Pad a tahun anggaran 20 I 7 jumluh bclanja pcmel iharaan adalah 

Rp 1.683.855.519.00 dan terealisasi sebesar Rp 1.574.076.276.00. ini dirasa sangat 

sedikit dibandingkan dengan anggaran bclanja barang dan JaSa yaitu 
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Rp 241.182.603.093,00 dan terealisasi Rp 221.93H55.444,00. Jumlah dana 

pemeliharaan SKPK di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel 

4.4 berikut. 

Tabe\4.4 
Anggaran Belanja Pemeliharaan SKPK 

No NAMA SKPK 
I Dinas Pendidikan 

2 
Sekretariat Majelis Pendidikan 

Daerah 

Anggaran 
57.000.000,00 

7.000.000,00 

Realisasi 
56.990.000,00 

6.985.600,00 

3 Dinas Kesehatan 190.705.000,00 123.138.947,00 
4 Dinas Pekerjaan Umum 164.961.269,00 164.961.269,00 

rcc5 --t""'D~i~n=as'-;P;;'ec.ru:Om";"ah~a=n~d~a~n~P-"e"-m"'u"kr=· m"'a'"n+--4c;5'0. OC:O"'Oc;. OC:Ooc0'";0+0+-_44 .840.000,00 
6 Dinas Perhubungan 7.000.000,00 6.995.000,00 

f---7'--1--B:Oadan Lingkungan Hidup 249.000.000,00 248.928.590,00 

8 
Dinas Kependudukan Dan I 5.000.000,00 15.000.000,00 

Pencatatan Si.l?_i! 
9 Dinas Ke!uarga Berencana 20.000.000,00 · 19.710.000,00 
10 Dinas Sosial 27.500.000,00 ?7.390.000,00 
II Badan Pena11ggulangan Bencana 20.000.000,00 ' 19.950.500,00 
12 Dinas Kebudayaan 30.900.000,00 30.880.500,00 
13 Kantor kesbangpol linmas 15.400.000,00 14.124.000,00 
14 Sekrctariat Daerah 223.000.000,00 206.102.000,00 
I 5 Sekretariat KOPRI 3.000.000,00 2.985.000,00 
16 Sekretariat DPRK 160.000.000,00 159.488.300,00 

,~1~7-+~B~a~d~an~P~en~g~e~lo~la~a=n~K~e~u~a~nn;~>a~n~--~~1~2~.0~0~0~.0~0~0,~0~0+-r -
18 lnspcktorat Kabupaten i 15.000.000,00 14.813.920,00 
19 Dinas Svariat Islam 11.000.000,00 I 0.835.000,00 

II .950.000,00 

20 Iladan Kepegawain I 0.500.000,00 I 0.500.000,00 
21 Dinas Penanaman Modal II .000.000,00 I 0.995.000,00 
~c+;o=~ 

22 Kantor cam at Kebayakan 17.500.000,00 17.499.700,00 

23 Kantor camat Pegasing --+--~c'5"'.4"'2"'0"'.o"'o:"o..,,oo 5.395.250,00 
24 Kantor Camat Li_l].££____ Jo.ooo.oqg,~_g_t-- 29.z?o.ooo,oo 
25 Kantor Canwt Silih Nara 13.000.000.00 : 12.949.000,00 
26 Kantor Camat Bintang \9.000.000,00 I !9.000.000,00 
27 Kantor Cam at Keto\ 6.404.000,00 4.211. 700,00 

~2"'8+CcK.,..a"'ntor Cam at Kute Panang --+-eel O:C."-3500:0~.0~000:0",0:CO+i -~5~.9C:8ec7'0:.5"-0C'O'';;O~O 
29 Kantor Camat celala 22.153.?_?9,00 I 22.136.250,00 
30 Kantor Cam at Lut Tawar 19.000.000,00 I l9.00Q_~OOO,OO 

'-'3~1 _L_.cK:cantor Cam at Bies _ 2.662.000,00 I 1.175.000,00 
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32 Kantor Carnal Jagong 
33 Kantor Camat atu Lin tang 
34 Kantor Camat Rusip antara 

35 Sekretariat Baitul Mal 

13.700.000,00 
24.500.000,00 
13.000.000.00 
I 0.000.000,00 

13.700.000,00 
24.494.750,00 
13.000.000,00 
9.968.000,00 

36 Sekretariat MPU 35.000.000,00 35.000.000,00 

BB 

I--C3"c7+~D'"ine,a,s~P'"an,.g:a"'n~-~--~-+---'1~7".6"'0"'0 . ..,oo,o"',O""O 
1 

. 17.310.000.00 
3 8 Dinas Pemberd"J',~"="~" ~J\~1acoss,_,y:a"r"'ak.::a::.t -+---:3~.0:CO~OC:.O~OC:O'-;,OC:O_;' __ :C3 .~0~00~.~00:CO~,OO_ 
39 Kantor Perpustakaan 3.000.000,00 3.000.000,00 
40 Dinas Pertanian 8.000.000,00 7.745.200,00 
41 Dinas Perikanan 35.000.000,00 27.635.000,00 
42 Dinas Transmigrasi 5.000.000,00 4.900.000,00 
43 Dinas lnfokom 39.600.000,00 39.370.000,00 
44 Majelis Adat Gavo 15.000.000,00 14.677.600,00 
45 Dinas Perdagangan 21.000.000,00 15.567.700,00 
Sumber: B1dang AkuntansJ Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 

Dari tabe! terse but diketahui bah\-va anggaran pemel iharaan di SKPK masih san gat 

minin. Ini tentunya menjadi sebuah masalah, karena tidak mungkin mampu mengatasi 

permasalahan pemeliharaan aset tetap SKPK. Dan Jcbih mencengangkan lagi ada 

SKPK yang sama sekali tidak memiliki belanja pemeliharaan SKPK. Data dari SKPK 

yang tidak memiliki belanja pemeliharaan dapat dilihat pada tabel4.5 berikut. 

Tabel 4.5 

Data SKPK yang tldak ada anggaran belanja pemeliharaan TA 2017 

--
No Nama SKPK ···-- ·---·-- --

I Kantor Camat Bebesen 
Sai~an Polisi Pamong Praja 

~~-··-- ·--·· -· 
2 
3 Badan Pcrencanaan dan Pembangunan Daerah 
4 Kantor Pertanahan 

""-~----Sumber: B1dang Akuntans1 Badan Pcngclolaan Keuangan K<~bupaten Aceh Tengah 

Duri tabel tcrscbut diketahui bahwa ada empat SKPK di kabupaten Acch Tcngah 

tahun 2017 yang tidak memiliki belanja pemeliharaan, hal ini tentunya mcnjadi 

masalah bagaimana mungkin sebuah SKPK tidak memiliki belanja pemeliharaan. 

43452.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



89 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran Satuan Polisi Pamong, 

beliau menyampaikan bahwa: 

"Awalnya ada anggarannya sebesar Rp. 3.000.000 namun tidak ada terealisasi 
sehingga pada saat anggaran perubahan anggaran pemeliharaan terscbut dinihilkan 
(wawancara tanggal24 Juli 2018)". 

Berbeda dengan pernyataan bendahara pengeluaran Pertanahan yang menyatakan: 

"SKPK kami masih baru jadi asetnya bel urn jelas kepemilikannya, jadi baru tahun 
2018 baru ada (wawancara tanggal24 Juli 2018)". 

Anggaran memegang perananan penting dalam menjalankan setiap pekerjaan, 

namun dalam pengelolaan asset di Kabupaten Aceh Tengah masih sangat 

kekuarangan anggaran terutama dalam hal pemeliharaan dan pengamanan asset, hal 

ini seperti yang diungkapkan oleh kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan 

Kcuangan Kabupaten Aceh Tengah di tempat kcrjanya: 

'' untuk memeliharan dan mengamankan asset asset yang ada di Kabupaten Aceh 
Tengah ini masih terkendala pacta ketersediaan dana, kita masih memiliki ratusan 
asset yang belum di amankan atau dibuatkan sertifikat, tapi kita kekurangan 
anggaran, bahkan setiap SKPK pun masih belum menganggarkan pemeliharaan yang 
seseuai dengan kebutuhan asset tersebut, sehingga berakibat ban yak asset yang rusak'' 

Hal senada juga disampaikan oleh Bendahara Lingkungan H idup, scbagai berikut: 

··Banyak kendaraan roda 4 yang tidak bisa beroperasi lagi, ada sekitar 5 truk 
pcngangkut karena sudah rusak dan tidak diperbaiki, ketersediaan dana tidak cukup 
untuk memperbaiki rusak yang sangat bcrat, setiap tahun anggaran yang tersedia 
tidak cukup untuk mempertabaiki kerusakan tersebut, sudah sering kita usulkan biaya 
perbaikan, namun karena platfon terbatas sehingga di caret kembali (wawancara 
t,mgga123 Juli 2018)". 

I3erdasarkan kedua informan tersebut diketahui bah\v:l keterscdiaan anggaran 

masih sangat terbatas, sehingga sangat sulit untuk melakukan pemeliharaan, apalagi 

untuk mclakukan pcngamanan asset sepeni pembuatan pagar batas, sertifikat dan 

pengamanan Jainnya. 
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c. Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana tentunya sangat diperlukan dalam pengelolaan aset tetap. 

Sarana dan prasarana dalam pengelolaan aset tetap dapat berupa pengamanan secara 

fisik, administrasi, dan hukum. Pengamanan secara fisik dilakukan dalam bentuk 

antara lain adanya pemasangan tanda letak tanah dan membangun pagar, adanya 

sertifikat atau bukti kepemilikan aset tetap, menyediakan alat pengaman tambahan 

untuk aset tetap itu sendiri seperti cctv dan pencatatan aset tetap 

Pada kenyataannya masih banyak aset tetap yang belum memiliki sarana dan 

prasarana yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini 

seperti diungkapkan oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan yang menyatakan : 

"I3anyak masih objek tanah yang belum bersertilikat, sehingga kita susah mendata 
dan mengadministrasikan asset- asset yang ada di Kabupaten aceh Tengah, sehingga 
banyak tanah pemerintah yang menuyusut ukurannya, dan bahkan karena kita tidak 
memiliki sertifikat kita sering kehilangan objek tanah, seperti pada kasus terakhir, 
yaitu proses pengalihan tanah paya ilang yang sudah berganti pemilik mejnadi 
pemiliki pribadi, padahal sebelumnya itu milik pemerintah dacrah(wawancara tanggal 
4 April2018)". 

Hal ini ditambahkan oleh penuturan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, zuki 

menyatakan: 

"I3anyak kali aset punya pemerintah yang tidak berurus. misalnya kayak yang 
dekat kita .... dermaga yang kurang diurus. Kesannya kan kayak buatnya aja gampang, 
tapi susahjaganya. Terusjalan-jalan yang ada dibuat buka baru. tapi yang rusak pun 
banyak, terusmasih ada sekolah enggak berpagar kan jadi rusak sckolahnyu karna 
banyak he\van tcrnak yang kesekolah tu (\\·av .. ·ancara tanggal23 Juli 2018)". 

Ben.lasarkan wawancara di atas, akibat dari ketiadaan sarana dan prasarana 

pemcrintah sering mengalami kerugian akbiat dari kehilangan asset baik sccara 
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ukuran maupun kehilangan karena kalah dipengadilan akibat adanya tuntutan dari 

masyarakat yang mengklaim asset tersebut. 

d. Organisasi 

Untuk menjalankan pengelolaan aset tetap tentunya diperlukan sebuah sistem dan 

prosedur. Sistern dan prosedur tersebut diharapkan tcrus beradaptasi dengan 

ketentuan yang berlaku, Kabupaten Aceh Tengah juga diharapkan mampu untuk 

menjalankannya.Namun kenyataannya untuk pengelolaan aset tetap bel urn dilakukan, 

hal ini karena regulasi untuk sistem dan prosedur aset tetap belum dibahas di DPRK. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset yang menyatakan : 

"SOP sudah disusun dan sudah dimasukkan kedalam agenda pembahasan DPRK 
sehingga Akan ada SOP mengenai pcngelolaan aset terbaru yang mengacu pada 
permendagri nomor 19 tahun 2016 yang sedang dibahas di DPRK(wawancara tanggal 
3 April2018)." 

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa standar operasioanal procedure 

serta regulasi mengenai kcbijakan sistem dan prosedur aset tetap berjalan lambat 

.Bidang Aset telah mengusulkan, tetapi belum dibahas di DPRK. Sehingga dalam 

pelaksaannya masih berredoman kepada pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 

Tahun 2019 terse but 

Struktur birokrasi di dalam sebuah organisasi mempunyai pengaruh yang sangat 

siknilikan tcrtladap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Aset daerah. Salah satu aspek 

Struktural yang paling dasar dari suatu birokrasi adalah prosedur kerja ukuran 

dasarnya Standard Operating Procedurs (SOP). SOP sangat bermanfaat untuk 

menanggulangi keadaan umum dalam birokrasi publik. SOP yang digunakan sangat 

membantu para pelaksana da!am memanfaatkan \Vaktu yang telah tersedia dan SOP 
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juga bermanfaat untuk menyeragamkan langkah atau tindakan dari setiap unit kerja. 

jika SOP ini dilaksanakan secara efektif di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Aceh Tengah maka pelaksanaan kebijakan penatausahaan barang/aset daerah berjalan 

secara maksimal. Mengetahui kondisi tersebut tentunya di dasari fakta yang ada 

dilapangan yakni jawaban dari informan sebagai fakta untuk rnembuktikan 

sejauhmana struktur birokrasi mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. 

Pcrnyataan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan yang menyatakan bahwa: 

"Struktur birokrasi sangat bcrmanfaat di dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan 
barang/aset daerah dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh 
Tengah di mana seharusnya SOP itu dapat dijadikan sebagai dasar dalam 
melaksanakan tugas dan perannya dalam penge!olaan barang sehingga adminstrasi 
barang dapat dikelola secara tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgcri 
Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang mi!ik daerah". 
(Wawancara tanggal4 April2018) 

lnformasi tersebut dapat dijelaskan bahwa penggunaan Standar Operasional 

Pckcrjaan belum berjalan, dimana SOP belum dijadikan sebagai dasar dalam 

melaksanakan tugas dan perannya dalam pengelolaan barang sehingga adminstrasi 

barang dapat dikelola secara tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. 
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C. Pcmbahasan 

1. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Tetap di Badan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Tengah 

Bcrdasarkan hasil penelitian anal isis pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap di 

Kabupaten Aceh T engah seperti dijelaskan di bawah ini. 

a. Pemanfaatan 

Pemanfaatan aset tetap dilakukan dalam rangka optimalisasi aset sehingga dapat 

memberikan dampak terhadap nilai asset maupun terhadap penerimaan daerah dari 

asset yang dimanfaatkan tersebut.Untuk setiap pemanfaatan asset daerah pemerintah 

Kabupaten Aceh Tengahdalam mengelola agar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin 

untuk penyclenggaraan tugas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak 

menimbulkan masalah dikemudian hari, setiap individu atau organisasi yang ingin 

memanfaatan asset tentu harus berpedoman kepada aturan. Hal ini tidak bertentangan 

dengan peraturan mendagri Nomor 19 Tahun 2016, pada pasal 78 ayat 2 dan 3 

menegaskan bahwa pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan 

pertimbangan tcknis dengan memperhatikan kepcntingan daerah dan kepentingan 

umum, selanjutnya pada pasal 3 pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan 

sepanjang tidak menggangu pelaksanaan tugas dan fungus penyelenggaraan daerah. 

T<tta cara pemanfaatan barang milik daerah adalah dengan mcnyurati Sekretaris 

Daerah Kabupaten Aceh Tengah melalui Bidang asset, selanjutnya setelah ada 

persetujuan dari sekretaris Daerah baru dilaksanakan pcrnanfaatan asset yang 

dimaksud. Hal ini juga tercantum di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor \9 
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tahun 2016 pasal 78 ayat 4 bahwa pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa 

memerlukan persetujuan DPRD 

Pemanfaatan barang daerah melalui sewa menyewa di lakukan berdasarkan acuan 

permendagri tersebut, dan untuk penetapan tarif ditetapkan berdasarkan peraturan 

Bupat Aceh Tengah untuk barang daerah berupa tanah dan bangunan, sementara 

untuk aset selain tanah bangunan ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah 

dan kebijakan pcngelolaan barang daerah. Sejalan dengan permendagri Nomor 19 

Tahun 2016 Pasal 6 ayatl bahwa formula tarif/ besaran sewa barang milik daerah 

ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, sementara untuk jangka waktu 

penyewaan yang bersifat komersil atau usaha, didalam pcrmendagri paling lama 

adalah lima tahun dan dapat di perpanjang, hal tersebut juga menjadi pedoman badan 

pengelolaan keuangan dalam menetapkan jangka waktu peminjaman 

Dalam hal masa sewa habis maka, penyewa wajib mengembalikan barang daerah 

dalam keadaan baik dan Jayak sebagaimana diterima, dan tugas bidang asset adalah 

melakukan pengecekan terhadap kelayakan barang daerah, untuk hal ini Permendagri 

Nom or 19 Tahun 2016 pasal 134 ayat 4 yang mengharuskan pengelola barang harus 

melakukan pengccekan terhadap barang daerah sebelum berita acara scrta terima di 

tandatangani guna memastikan kelayakan kondisi barang milik daerah. 

Dalam pcmanhmtnn asset tersebut pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sudah 

menjalankan hal teesebut sesuai dengan pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2016 dilihat dari sisi tatacara peminjaman, lama ataupun durasi waktu 

peminjaman serta pengenaan tarif tcrhadap peminjaman asset/ barang milik daerah. 
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Tata cara pengembalian asset/ barang yang telah habis masa pemmJaman atau 

sewa juga telah sesuai dengan permendagri nomor 19 Tahun 2016 bahwa setiap 

barang yang dikembalikan harus dilakukan pengecekan 

dikembalikan masih sesuai dengan fungsinya 

b. Pemeliharaan 

agar barang yang 

Pemeliharaan dan pengamanan adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam 

pengelolaan aset tetap. Pcmeliharaan dan pcngamanan adalah tindakan pengcndalian 

dan penertiban dalam upaya pengurusan secara iisik dan administrasi aset tetap dan 

merupakan sebuah tindakan agar semua aset tetap selalu dalam keadaan baik 

sehingga dapat digunakan kapan saja. Pengamanan dan pemeliharaan adalah 

pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh penyirnpan barang, tetapi di BPKK 

semuanya dilakukan oleh pengurus barang. 

Pemeliharaan asset daerah dilakukan oleh penyewa atau peminjam asset, 

pemeliharaan seperti kendaraan adalah penggantian spare part serta service rutin 

scmentara pemeliharaan tarhadap tanah dan bangunan adalah dengan mempcrbaiki 

kerusakan ringan, tidak melakukan perubahan bentuk serta tidak mcngalihkan 

penyewaan atau peminjaman. 

Untuk pengamanan fisik terhadap tanah, pemcrintah Kabupaten sudah melakukan 

sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri tcrscbut dengan melakukan tanda 

kepemilikan tanah, namun belum sepenuhnya mclakukan penjagaan sebagaimana 

yang diharuskan dalam pasal 299 ayat 1, begitu juga terhadap pasal 299 ayat 3 

bahwa belum seluruhnya kepemilikan tanah di lengkapi dengan bukti kepemilikan 
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tanah yaitu sertifikat, sehingga lebih dari 233 objek milik Pemerintah Daerah 

Kabupaten Aceh Tengah tidak bersertifikat, dan ini akan mengganggu pelaksanaan 

inventarisasi tanah. Bukti kepemilikan berupa sertifikat adalah bentuk pengamanan 

asset yang sangat berharga, sehingga menjadi sangat tidak tertib ketika asset atau 

tanah tersebut tidak ada bukti kepemilikannya 

Untuk pemeliharaan masih banyak instansi yang tidak menganggarkan dana 

pemeliharaan sehingga hal ini tidak sejalan dengan peraturan menteri dalam negeri 

tersebut, namun hal ini juga tidak bisa disa\ahkan kepada instansi, kekurangan 

anggaran menjadi penyebab ketiadaan anggaran pemeliharaan yang bisa berakibat 

kepada rusaknya asset tersebut. 

2. Kendala Dalam Penerapan Sistem dan Prosedur Aset Tetap di Badan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 

a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia (SDM) adalah potensi yang dimiliki oleh manusia untuk 

mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang mampu mengelola diri dan 

sumber daya alam (SDA) untuk tercapainya kesejahteraan kehidupan yang seimbang 

dan berkelanjutan. SDM merupakan hal pokok dalam pengelolaan aset tetap. Dalam 

menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan aset tetap SDM yang bcrkompeten sangat 

diperlukan. 

Menurut Kaho Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula, namun 

kendala utama pada pengclolaan aet di Kabupaten Aceh Tengah adalah ketersediaan 
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sumberdaya yang kurang ahli sehingga dalam pemge[o[an asset mejadi tidak 

sepenuhnya seperti yang diharapkan, hal sejalan dengan pendapat Kaho tersebut 

bahwa agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan baik apabila didukung 

sumberdaya yang baik pula 

Pelatihan dan pembinaan merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan untuk 

meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman seseorang. Pelatihan dan 

pembinaan dapat diartikan sebagai sebuah proses belajar melalui interaksi dengan 

orang lain, tentang cara berpikir, rnerasakan dan bertindak dalam melakukan kegiatan 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pentingnya pelatihan dan pembinaan 

mengenai pengelolaan aset tetap akan memberikan hasil yaitu pengelolaan aset tetap 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Dari hasil wawancara dengan pengurus 

barang dan kepala bidang aset, diketahui bahwa pelatihan dan pembinaan dalam 

pengelolaan aset tetap masih kurang. Hal ini tentunya akan menghambat dalam 

pengelolaan aset tetap itu sendiri dikarenakan para pengelola aset tetap akan awam 

dengan peraturan dan kebijakan baru mengenai sistem dan perosedur pengelolaan 

aset tetap. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sutri dkk (2015) 

mengidentitikasikan bahwa mengikuti seminar, pelatihan maupun studi banding akan 

memberikan manfaat kepada para aparatur. 

Rangkap tugas dalam penyelesaian pekerjaan juga menjadi masalah setiap 

instansi dalam mcngelolan b:mmg daerah, sehingga pekerjaan menjadi tidak 

sepcnuhnya dapat dikuasai sehingga akhirnya pekerjaan tidak selesai . 

Kekurangan pegawai seharusnya dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas 

pegawai, seperti yang diungkapkan oleh Edward Ill bahwa sumberdaya sangat 
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berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, jumlah yang sedikit dapat ditingkatkan 

kualitas melalui pelatihan pelatihan, sekolah dan pendidikan sejenis yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan para pegawai khususnya staf pada bidang asset 

pada Badan Pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Dengan meningkatnya 

kemampuan pegawai dalam mengelola asset maka akan mengurangi tingkat 

kesalahan dan human error dalam mengelola asset/ barang milik daerah. 

b. Anggaran 

Keterbatasan anggaran pada setiap instansi sangat mempengaruhi dalam 

pengelolaan asset, terutama dalam hal pemeliharaan asset, banyak asset yang tidak 

bisa digunakan lagi akibat tidak tepelihara dengan baik, dan lebih banyak lagi asset 

asset yang tidak diamankan dengan baik secara adrninistrasi maupun secara fisik 

karena keterbatasan anggaran. 

Kewajiban daerah adalah mengamankan dan memelihara asset yang adan namun 

faktor keuangan menjadi sebuah hambatan dalam pelaksanaan itu, seperti yang 

diungkapkan oleh Kaho bahwa Semakin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil 

pula kedudukan pemerintah dalam negara tersebut. Sebaliknya kalau kondisi keuangan 

negara buruk, maka pemerintah akan menghadapi bcrbagai kesulltan dan rintangan dalam 

menyelenggarakan segala kewajiban. 

Kesulitan pemerintah scpeni yang diungkapkan oleh Kaho tersebut adalah .;;cpcrti <l~~et 

yang menjadi rusak, atau bahbn hi lang, dan sui it mcmpcrtahankan asset yang digugat oieh 

masyarakat, karena kalah dipengadilan, sekali lagi karena pemerintah tidak mampu menyewa 

pengacara handal karena keterbatasan anggaran. 

43452.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



99 

Pacta hasil penelitian terdahulu oleh Rahmawati (2012). Mengemukakan bahwa 

problematika adalah memerlukan pembenahan terutama dalam kegiatan 

penatausahaan dan pengawasan asset, seperti halnya Kabupaten Aceh Tengah 

kekurangan anggaran mengakibatkan lemahnya pengawasan asset tersebut 

c. Sarana dan prasarana 

Merujuk pada peraturan menteri dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016, setiap 

pemerintah Daerah harus mampu mengamnkan setiap asset ang dimiliki oleh 

pemerintah Daerah, namun dal hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum 

mampu untuk mengamankan setiap asset yang dirniliki, ini dapat dilihat dengan Jebih 

dari dua ratus objek yang belum bersertifikat, padahal menurut Kaho sarana dan 

prasarana itu adalah setiap benda dalam hal ini ada!ah sertitikat tanah atau a!at yang 

dipergunakan untuk memperlancar kegiatan pemerintah dacrah. pera!atan yang cukup 

dan memadai, yaitu setiap alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan 

atau kegiatan pemerintah daerah. 

Ketiadaan sertifikat secara nyata dapat menghambat pekerjaan pemerintah seperti 

yang diungkapka o!eh Kaho, seperti perebutan kepemilikan berbagai pihak sehingga 

berujung kepada pemenangan berdasarkan putusan pcraJilan, yang tentu sangat 

mcnguras waktu, tenaga dan biaya. 

Selain itu sarana pendukung berdasarkan pcratumn menteri dalam negeri nomor 

19 Tahun 2016 scperti CCIV juga belum se!uruh kantor/ instansi mernilikinya, 

sehingga untuk pengamanan asset belum dilakukan secara maksimal. Keterbatasan 

anggaran lagi lagi menjadi alasan kckurangan dalam penycdiaan sarana dan prasarana 
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seperti CCTV tersebut padahal peranannya sangat penting dalam upaya 

mengamankan asset yang berad didalam gedung. 

Sarana pendukung lain dalam mengamankan asset daerah seperti pagar pembatas 

masih sangat banyak lahan atau tanah pemerintah daerah yang belum mempunyai 

pagar pembatas sebagai tanda kepemlikan dan sebagai pengaman asset itu sendiri, 

bahkan ada bangunan gedung yang belum di buatkan pagar sebagai pengaman 

gedung tersebut. Pagar pembatas bertujuan agar asset pemerintah seperti tanah tidak 

diserobot pihak lain sehingga nantinya akan merugikan pemerintah, terlebih pada 

tanah yang belum memiliki sertifikat, sangat besar kemungkinan ukuran tanah akan 

berkurang karena ketiadaan pagar pembatas sebagai pengaman. 

d. Organisasi 

Menurut Kaho bahwa organisasi yang baik dicerminkan melalui pelaksanaan tugas 

yang baik, wewenang yang baik serta adanya regulasi yang baik pula.Regulasi 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengaturan. Regulasi di 

indonesia diartikan sebagai hukum tOrmil berupa peraturan perundang-undangan 

yang mcrupakan suatu keputusan tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pcjabat 

yang berwenang dan mengikat umum. Pentingnya mengikuti perubahan kebijakan 

adalah agar tidak kctinggalan dalam melaksanaan pengelolaan asct tetap yang terus 

berabuh sesuai dengan Lamannya. 

Saat ini. peraturan mcngenai sistem dan prosedur aset tetap telah berpedornan pada 

permendagri 19 tallUn 2016. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah secara pengelolaan 

aset tetapnya saat ini telah mengacu pada permendagri nomor 19 tahun 2016, namun 
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qanun untuk pengelolaan aset tetap yang mengacu pada permendagri nomor 19 tahun 

2016 bel urn disahkan, saat ini qanun pengelolaan aset tetap yang ada masih 

menggunakan permendagri nomor 17 tahun 2007. Alasan belum dikeluarkannya 

sistem dan prosedur aset tetap berdasarkan permendagri nom or 19 tahun 2016 adalah 

karena belum disahkan di DPRK Aceh tengah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa untuk menjalankan pengelolaan aset tetap tentunya diperlukan sebuah sistem 

dan prosedur.Sistem dan prosedur tersebut diharapkan terus beradaptasi dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Hal tersebut tentu menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan asset yang 

begitu banyak dan rumit, susunan organisasi yang baik namun tanpa ada system 

operasional prosedur yang baik sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan 

pengumpulan, pengamanan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap asset yang ada. 

SOP sangat memegang peranan penting dalam melaksanakan pengelolaan asset, 

sehingga sangat tidak mungkin pengelolaan asset daerah yang begitu banyak dan luas 

tanpa adanya SOP dalam melaksanakan tugas pengelolaannya 

Organisasi atau instansi dalam pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Aceh Tengah hanya berupa sebuah Bidang, untuk mcngurusi 

asset pemerintah daerah yang begitu rumit dan banyak, pengelolaan asset tidak akan 

mamru berjalan dengan baik dan cfektir tanpa organisasi yang baik, sejalan dengan 

Kaho bahwa organisasi yang baik mcmpunyai \.-Vewenang yang jelas dan tugas yang 

jelas dalam pelaksanaannya. 
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A. KESIMPULAN 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penditian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan diantaranya adalah : 

1. Pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah 

bel urn sepenuhnya sesuai dengan permendagri Nomor 19 tahun 2016 

dikarenakan masih banyaknya aset tetap yang belum optimal 

pengelolaannya, di antaranya masih banyak asset berupa tanah yang 

dimiliki pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang belum memiliki 

sertifikat dan banyak aset tetap yang berada dalam kondisi rusak berat 

serta pemeliharaan aset yang masih belum optimal di karenakan 

ketersediaan anggaran yang san gat minimal sekali 

2. Adapun kendala yang dihadapi pada saar Pelaksanaan pemanfaatan dan 

pemeliharaan aset tetap Kabupaten Aceh Tengah yaitu sumberdaya 

manusia yang masih kurang memadai, anggaran yang sangat sedikit. 

sarana dan prasarana yang masih bclum memenuhi standar permendari 

serta organisasi dimana lambatnya proses penetapan regulasi ebagai acuan 

dalam pelaksanaan pengelolaan asset di Kabupaten Aceh T engah. 

B. SARAN 

Dari apa kesimpulan yang tclah dikemukakan diatas. maka penulis dapat 

memberikan saran antara lain : 

l. Agar pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah 

menjadi optimal atau lebih baik, sangat dibutuhkan pcnguatan pemahaman 
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kepada seluruh pimpinan SKPK dan pihak terkait dengan pengelolaan aset 

tetap tentang pedoman teknis pengelolaan aset tetap untuk dapat 

memahami pentingnya mengelola aset tetap daerah secara optimaL 

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diharapkan untuk dapat 

meningkatkan sumber daya manusia terkait pengelolaan aset tetap. 

mengoptimalkan anggaran pemeliharaan aset tetap. sarana dan prasarana 

penge\olaan aset tetap, serta dukungan organisasi dalam percepatan 

regulasi pengelolaan aset tetap .. 
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LAMPIRANII 

PEDOMAN WAWANCARA 

DaftarPertanyaan 

a. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan 

I. Apakah I3adan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah memiliki sistem dan 

prosedur aset tetap? 

2. Apakah sudah ada SOP terbaru? 

3. Untuk aset tetap yang dimanfatkan, siapakah yang melakukan pemeliharaannya? 

4. Tindakan apa yang dilakukan untuk aset yang telah selesai masa pemanfaatannya? 
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5. Apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset tetap? 

6. Apa usaha yang dilakukan untuk mengatasi aset yang hilang? 

7. Apakah ada pelatihan untuk peningkatan kualitas sdm pengelolaan aset tetap? 

b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 

1. Sejauhmana birokrasi pengelolaan aset tetap di Kabupaten Acch Tengah? 

2. Bagaimana pemanfaatan aset tetop di Kabupotcn Act~h Tengah? 
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3. Siapa saja yang boleh melakukan pemanfaatan objek aset tetap? 

4. Apa saja pcrmasalahan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah? 

c. Kasi Evaluasi dan Pengendalian Aset 

I. Siapa saja yang boleh memanfaatkan aset tetap? 

2. Bagaimana prosedur pemanfaatan aset tetap? 

3. Berapa tarif untuk pemanfaatan aset? 
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4. Bagaimana pemeliharaan aset tetap yang dimanfaatkan pihak lain? 

d. Pendataan dan Pelaporan Aset 

1. Apa kendala dalam pengelolaan aset tetap? 

c. Kasi Penilaian dan Pelelangan Aset 

I. Apakah kab aceh tengah sudah memiliki sop pengelolaan aset tetap? 

2. Di Kabupaten Aceh Tengah objek pemanfaatan apa saja yang sudah dijalankan'? 

3. Apa saja objek pemanfaatan aset tetap'? 
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4. Apa kendala dalam pemanfaatan aset tetap? 

f. Pengurus Barang/Bcndahara Barang Badan Pengelolaan Keuangan Kab Acch Tengah 

1. Apakah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah memiliki sistem dan 

prosedur aset tetap? 

2. Bagaimanakah pcngamanan dan pemeliharaan aset tetap di SKPK saudara? 

3. Apa Kendala yang dihadapi scbagai pengurus barang? 
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g. Kasubbag perencanaan dan evaluasi Badan Pengelolaan dan Keuangan Kab Aceh Tengah 

I. Bagaimana prosedur perencanaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Aceh Tengah? 

h. Kasi Penyusunan Anggaran 

1. Bagaimana prosedur penganggaran aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah? 

1. Staf Bidang A set 

I. Apa Kendala dalam pengelolaan aset tetap menurut saudara? 

2. Bagaimana Jengan kapasitas SDM pcngurus barang? 
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j. Kasi Akutansi Penerimaan 

I. Apakah gedung olah seni termasuk objek pemanfaatan aset tetap? 

k. StafBPKK 

I. Apa yang paling menjadi permasalahan asct di kantor saudara? 

I. Bendahara Pengeluaran Satpol PP dan Pertanahan 

I. Apakah ada belanja pemeliharaan di SKPK saudara? 

m. Bendahara pengeluaran Lingkungan Hidup 

I. Apakah bclanja pemeliharaan di SKPK anda suclah memadai? 
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n. Kabid akuntansi dan pelaporan BPKK 

I. Apakah Kabupaten Aceh Tengah memiliki sistem dan prosedur pencatatan aset tetap? 

o. Masyaraknt Kabupaten Aceh Tengah 

I. Bagaimana pendapat saudara dengan aset pemerintah? 
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LAMPIRAN II 

TRANSKRIP HASIL W A W ANCARA 

Nama lnforman HENDRI, SE. M. Ec. Dev 

115 

NIP I 9800505 200212 I 006 
Jabatan Kabid Aset 

-

A!arnat Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
~==-----r~~~~~~~~~~~~~~-----
Tempat Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
Wawancara 
Tanggal 
Wawancara 
Pewawancara 
Hasi[ 

3 April2018 

Khairun nisa 

Wawancara 
f-o"":c=='---++-~--c-~------c-.-~-----c,--------c=-c~-----c--1 

I. Pertanyaan Apakah Kabupaten Aceh Tengah memiliki sistem dan 

Jawaban 

2. Pertanyaan 
Jawaban 

3. Pertanyaan 

L.r!:osedur aset tct~ 
Kami memiliki sistem dan prosedur aset atau sop yaitu 
qanun kabupaten aceh tengah nom or 7 tahun 20 13 ten tang 
pengelolaan barang milik daerah, namun kami telah 
mengacu pada permendagri nomor 19 tahun 2016 sebagai 

I peraturan terbaru menganai pengelolaan aset 
Apakah sudah ada SOP yang ban< 
SOP sudah disusun dan sudah dimasukkan kedalam agenda 
pembahasan OPRK sehingga Akan ada SOP mengenm 
pengelolaan aset terbaru yang mengacu pada permendagri 
nomor 19 tahun 2016 yang sedang dibahas di DPRK 
Untuk aset tetap yang dimanfatkan, siapakah yang 
mclakukan pemeliharaannya 
Kalau pcmeliharaan dilakukan olch penyewa, kecuali ada 
rusak berat, itu kalau ada kesepakan keduabelah pihak , , 
maka akan ditanggung bersama-sama, jadi biar asset terjaga 
dan terpelihara 
Tindakan apa yang dilakukan untuk aset yang telah selesai 

i 
ec·--c-------~--~m~a~s~a~p<e~m~a~n~fu~a~t~an~n~ny~rac_c-~---- -------~~~------­

Jmvaban Setiap asset yang dikembalikan .:Hau yang sudah habis masa 
sewa atau peminjaman, kita akan melakukan pengecekan 
tcrhadap kondisi dari asset tcrsebut, jangnan nnnti tidak 

4. Pcrtanyaan 

5. Pertanyaan 
Jawaban 

I sesuai dengan kondisi yang sebelumnya schingga akan 
i merugikan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 

Apakah kendala yaJ2g dihadapi dalam pengelolaan aset tetap 
Banyaknya tanah yang belum punya sertifikat karena 
beberapa masulah, misalnya karena jalan baru atau 
pengadaan jalan baru atau kita bilang pembukaan jalan, bisa 
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6. Pert an yaan 

7. Pertanyaan 

Jawaban 

116 

juga karena bel urn jelas batasnya dan masih dalam sengketa. 
Tapi untuk masalah ini kita akan adakan sensus pada tahun 
ini untuk mendata jumlah aset kita ... untuk memelihara dan 
mengamankan asset asset yang ada di Kabupaten Aceh 
Tengah ini masih terkendala pada ketersediaan dana, kita 
masih memiliki ratusan asset yang belum di amankan atau 
dibuatkan sertifikat, tapi kita kekurangan anggaran, bahkan 
setiap SKPK pun masih bel urn menganggarkan 

1 

pemeliharaan yang seseuai dengan kebutuhan asset tersebut, 
sehingga berakibat banyak asset yang rusak 
Apa usaha yang dilakukan untuk mengatasi aset yang hi lang 
Aset-aset yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya 
tersebut, nantinya akan diusu!kan untuk dihapuskan dengan 
prosedur yang telah ada 

Apakah ada pelatihan untuk peningkatan kualitas sdm 
I pengelolaan aset tetap 

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya pengelolaan aset 
daerah terakhir kali kalau tidak salah kami mengadakan 
~latihan itu tahun 2015, itupun masalah aplikasi simda_ bmd 

KepalaBidangAset 
BadanPengelolaanKeuangan 

Kabupaten Aceh Tengah 

HENDRI SE. M. Ec. Dcv 
NIP. I 9800505 2002 I 2 I 006 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Nama Informan ZULKARNAIN, SE. MM 
NIP 19660406 199703 I 002 
Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 
Alamat Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
T em~t Wawancara Badan Pengelolaan Keua~gan Ka~._;..ceh Ten~ah 
TanggaiWawancara 4 April2018 
Pewawancara Khairun Nisa 
Hasil Wawancara 
I. Pertanyaan Sejauhmana birokrasi pengelo\aan aset tetap di 

Kabupaten Aceh Tengah 
Jawaban Struktur birokrasi san gat bermanfaat di dalam 

pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang/aset daerah 
dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 
Aceh Tcngah di mana seharusnya SOP itu dapat 
dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan 
perannya dalam pengelolaan barang sehingga 
adminstrasi barang dapat dikclola secara tertib sesuai 
dengan Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nom or 19 
tahun 2016 tcntang Pedoman teknis pengclolaan barang 
milik daerah 

2. Pertanyaan Bagaimana pemanfaatan aset tetap di Kabupaten Acch 
Tengah 

Jawaban Aset yang telah diperoleh dimanfaatkan dengan sebaik 
mungkin untuk penyelenggaraan tugas, sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku sehingga tidak menirnbulkan 
masalah dikemudian hari, setiap individu atau 
organisasi yang ingin memanfaatan asset tentu harus 
berpedoman kcpada aturan 

3. Pertanyaan Siapa saja yang boleh melakukan pemantaatan objek 
aset tetap 

Jmvaban A set pemerintah daerah yang disewakan hampir 
seluruhnya disewakan kepada pihak swasta, dalam 

' jangka waktu tertcntu sesum dengan kctt:ntuan dan 
! perjanjian kita dengan pihak S\\asta tersebut 

- ---

4. Pertanyaan Apa saja permasalahan aset tetap di Kabupaten Aceh I 
Tengah . _ 
Banyak rnasih objek tanah yang belum berscrtitikat, 
sehingga kita susal1 mendata dan rnengadministrasikan I 
asset- asset yano ada di !<abuE:aten aceh Tengah, 
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sehingga ban yak tanah pemerintah yang menuyusut 
ukurannya, dan bahkan karen a kita tidak memi!ik'1 
sertifikat kita sering kehilangan objek tanah, seperti 
pada kasus terakhir, yaitu proses pengalihan tanah paya 
ilang yang sudah berganti pemilik mejnadi pemiliki 
pribadi, padahal sebelumnya itu milik pemerintah 
daerah 

Kepala BadanPengelolaanKeuangan 
Kabupatcn Aceh Tengah 

ZULKARNAIN_ SE. MM 
NIP. 19660406 199703 I 002 

-
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Nama Informan 
NIP 
Jabatan 
AI am at 
Tempat Wawancara 
TanggaiWawancara 
Pewawancara 
Hasi!Wawancara 
I. Pertanyaan 

2. Pertan~aan 
Jawaban 

' 
0 

Pcrtanyaa~ 0. 

Jawaban 
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TRANSKRIP HASIL W A WANCARA 

' 

I 

RIY ANDIKA PUTRA, SE 
19860202 201103 I 00 I 
Kasi Evaluasi dan Pengendalian Aset 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh ~~n~ 
23 Juli 2018 
Khairun Nisa 

Siapa saja E~g boleh memanfaatkan aset tetap 

Siapa saja bo!eh melakukan menyewa dan pinjam pakai, 
asalkan mampu memenuhi syarat dan kriteria yang telah 
ditetapkan oleh pcmkab, serta melalui tahapan dan 
proseduryang kami tetapkan ... demikian Juga dengan 
jangka waktu yang diberikan sesuai dengan ketentuan 
yang telah disepakati antara pemkab dengan pihak yang 
akan melakukan sewa atau pinjam pakai aset pemda 
kabupaten acch tengah 

-
Baoaimana prosedur pemanfaatan aset tetap 

Kalau mau pinjam pakai (manfaatin aset) harus 
menyurati sekda melalui kami (bidang aset), kemudian 
untuk surat tersebut akan disampaikan ke sekda terus 
dibuat telaahan staf dan setelah ada persetujuan, baru 
aset yang ingin dimanfaatkan tersebut boleh 
dimanfaatkan oleh pihak yang meminta 

Bcrapa tarif untuk pemanfaatan aset -

Kalau untuk tarif sewa selain tanah dan bangunan itu 
ada diperaturan bupati Aceh tengah, scdangkan untuk 
selain yang dua tadijumlah sewa untuk aset itu sendiri 
saya tidak tahu, tentunya ini sesuai dengan kesepakatan 
dengan pihak tcrkait antara pemkab aceh tcngah dan 
)ihak van ' menvewa, asti g p J umlah sewa bergantung 
pada lamanya dan banyaknya aset itu digunakan dan 
maksimal \-Vatu pcnyewaan adalah lima tahun 

' 
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4. Pertanyaan 

Jawaban 

120 

Bagaimana pemeliharaan aset tetap yang dimanfaatkan 
pihak lain 

Ya kalau aset sudah dipakai atau dimanfaatkan sama 
pemanfaatnya, kan jadi tanggungjawabnyalah barang tu, 
pemeliharaannya, kalau mobil kan dialah yang servis, 

· ganti oil intinya dija_galah aset itu 

Kasi Evaluasi dan Pengendalian Aset 
Badan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Tengah 

RIY ANDIKA PUTRA SE 
NIP. !9860202 2011003 I 001 
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Nama Informan 
NIP 
Jabatan 
AI am at 
TempatWawancara 
Tangga!Wawancara 
Pewawancara 
HasiiWawancara 
I. Pertanyaan 
Jawaban 
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TRANSKRIP HASIL W A W ANCARA 

NAFISAH ELF lANA, SE 
19730704 199703 2 002 
Pendataan dan Pelaporan Aset 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
Badan Pengelolaan Keuan_gan Kab. Aceh Tengah -
23 Juli 2018 
Khairun Nisa 

A pa kendala dalam pengelo\aan aset tetap 
Ban yak a set yang hi lang a tau tidak diketahui 
keberadaannya, ada yang memang murni hilang, tapi 
kanada juga yang hilang ya kama ikut pemilik awalnya, 
kalo mutasi yang punya aset trus asetnya ikut juga. Ya 
jadi masalahlah untuk pengurus barang bingung dia 
dicatat ke barangnya ndak ada ...... teruskan scring kali 
gantilah pengurus barang, jadilah bcndahara yang baru 

I ngak tau g1mana memulai kerjanya. Makanya pelatihan 
tu perlu kali 

Kas1 pendataan dan pelaporan aset 
BadanPengelo [aanKeuangan 

Kabupaten Aceh Tengah 

NAFISAH ELFIANA SE 
NIP. 19730704 199703 2 002 

~ 
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Nama In forman 
NIP 
Jabatan 
Alamat 
TempatWawancara 
Tangga!Wawancara 
Pewawancara 
Hasi!Wawancara 
1 . Pertan yaan 

-· 

" 

2. Pertanyaan 

-o-
Jawaban 

3. Pertanvaan 

4. Pertanyaan 
Jawaban 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

FAUZI MA, SE 
I 98402 I 3 200904 I 006 
Kasi Penilaian dan Pelelangan Aset 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab._~ceh Tengah 
23 Juli 2018 
Khairun Nisa 

Apakah kab aceh tengah sudah memiliki sop 
I pengelolaan aset tetap 

Walaupun pemerintah kabupaten aceh tengah bel urn 
mengeluarkan qanun terbaru terkait pengelolaan aset 
tetap, karena hingga saat ini belum disahkan di dprk 
aceh tengah. Namun untuk pengelolaan aset itu sendiri 
kami telah mengacu ke pennendagri nomor 19 tahun 
2016 
Di Kabupaten Aceh Tengah objek pemanfaatan apa saja 

! yang sudah dijalankan 
Disinikan sementara ne, pemanfaatan aset cuma sewa 
sama pin jam pakai, ka!au untuk ksp, bgs atau bsg terus 
kspi sementara belum ada kami laksanakan 
Apa saia obiek pemanfaatan aset tetap 
Objek dari pemanfaatan aset daerah adalah semua aset 
tetap berupa tanah dan bangunan dan atau bukan tanah 
dan bangunan, dimana aset tersebut bukan merupakan 
objek pajak atau retribusi daerah seperti tanah kosong 
milik pemda, gold storage, dan lainnya. Kalau sepcrti 
Gos, sewa took pemdu itu sudah merupakan pendapatan 
asli daerah pernkab dan sudah ditetapkan jumlah 
penghasi !ann ya 
App. kendala dalam e_~manfaatan aset tetap 
Ada tanah yang mau disewakan sama masyarakat mau 
dibuat cafe, tapi ada kendala ndak ada sertifikatnya. 
Akhirnya mana jadi disewain. Harusnya 
menguntungkan daerah kita 

Kas1 pendatan dan Pelelangan Aset 
Bad an Pen ge [ o I a an K e uan gan 

Kabupaten Aceh l"cngah 

FAUll MA, SE 
NIP. 19840213 200904 I 006 

inikan 
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Nama Informan 
NIP 
Jabatan 
AI am at 
TempatWawancara 
Tangga!Wawancara 
Pewawancara 
Hasil Wawancara 
I . Pertan yaan 

Jawaban 

2. Pertanyaan 

Jawaban 

3. Pertanyaa~---
Jawaban 

!23 

TRANSKRIP HASIL W A W ANCARA 

HAUWIN ALAIN A, SH 
19860601 201212 I 001 
Pengurus Barang Tahun Anggaran 2017 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Te~h 
Ba_dan Pengelolaan Keuangan Kab. Ace_~ __ Tengah 
26 Maret 2018 
Khairun Nisa 

Apakah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh 
T engah mem ilikisistemdanprosedurasettetap 
Kami memiliki sistem dan prosedur aset tetap yang 
mengacu sepenuhnya ke sop dari bagian aset 
Bagaimanakahpengamanan dan pemeliharaan aset tetap 
di SKPK saudara 
Pengamanan dan pemeliharaan aset tetap di badan 
pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 
ada. Kami pengurus barang melakukan pengamanan dan 
pemeliharaan secara umum dan juga dilaksanakan oleh 
seluruh pegawat di badan pengelolaan keuangan 
Kabupaten Aceh T engah 
ApaKendala yang dihadapisebagaipengurusbarang 
"mmm ...... terus kami pengennya ada pelatihan a tau 
pembinaanlah rutin setiap tahunnya, kan pasti ada 
perubahan-peru bah an kan. Ban yak aset tetap yang 
harusnya segera ditangani, tetapi prosesnya mcnjadi 
lam bat diperbaiki a tau direnovasi karena pen gurus 
barang yang tcrkadang harus menyelesaikan tugasnya 
yang lain. Trus kan .. eee ... kerja ku kan ban yak, 
maunya ada pengurus barang pembantu. Jadi bisa bagi 
tugas, ada yang tugasnya catat, menginput trus ada yang 
ngurusin kerja yang lainnya gitu 

PengurusBarang 
BadanPcngelolaanKeuangan 

Kabupmen Aceh Tengah 

HAUWIN ALAINA 
NIP. 19860601201212 I 001 

-~-
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Nama Infonnan 
NIP 
Jabatan 
Alamat 
TempatWawancara 
T anggal Wawancara 
Pewawancara 

HasiiWawancara 
I. Pertanyaan 

Jawaban 
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TRANSKRIP HASIL W A WANCARA 

MARHAMAH MAHMUD, SE. MM 
19671204 200112 2 001 
Kasubbag perencanaan dan evaluasi 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
28 Maret 2018 
Khairun nisa 

Bagaimanaprosedurperencanaanasettetap di 
BadanPengelolaanKeuanganKabupaten Aceh .l.engah 
Perencanaan aset tetap dilaksanakan dengan melihat 
kebutuhan aset tetap, sehingga kami melimpahkan 
usulan aset ke setiap bidang atau bagian. Setelah setiap 
bidang atau bagian memberikan usulannya, kami akan 

I menyusunnya ke dalam RKA dan selanjutnya akan 
j dibahas ke bidang ekonomi dan perencanaan 

Bappcda. ---

KasubbagPerencanaan 
BadanPengelolaanKeuangan 

Kabupaten Aceh Tengah 

MARHAMAH MAHMUD Sl. MM 
NIP.I9671204 200112 2 001 

di 

43452.pdf
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Nama Jnforrnan 
NIP 
Jabatan 
A lam at 
TempatWawancara 
Tangga!Wawancara 
Pewawancara 

J-lasi\Wawancara 
1. Pertanyaan 

-
Jawaban 
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TRANSKRIP HASIL W A WANCARA 

GUNAWAN PUTRA, SE. M. Si 
19771214 !99703 I 001 
Kasi Penyusunan Anggaran 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh __ T~f!gah _____ 
28 Maret 20\8 
Khairun nisa 

Bagaimana prosedur penganggaran aset tetap di 
Kabupaten Aceh Tengah 
Penganggaran aset tetap dilaksanakan setelah Bappeda 
mengusulkan RKA ke DPRK. Setelah RKA di sctejui 
DPRK maka akan menjadi RAPBD yang selanjutnya 
akan diajukan oleh bagian anggaran ke DPRK apabila 
telah selesai akan dievaluasi ke gubernur. Setelah 
RAPBD di sctujui akan dibuat DPA. Setalah 
terbit dapat diketahui berapa jumlah anggaran 
tctap yang dianggarkan. 

Kasi Penyusunan Anggaran 
Badan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Tengah 

GUNAWAN PUTRA SE. M. Si 
N\P.\9771214 \99703 I 00\ 

DPA 
aset 
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TRANSKRIP HASIL W A WANCARA 

Nama Informan 
NIP 
Jabatan 
Alamat 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Pewawancara 
Hasil Wawancara 
I. Pertanyaan 

2. Pertanyaan 
Jawaban 

RUSDA HART! JAUHAR 
19831011 200604 2 003 
StafBidang Aset 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
23 Juli 2018 
Khairun nisa 

Apa Kendala dalam pengelolaan aset tetap menurut 
saudara 
mmm .... dijagalah kayak barang sendiri, pmJam ya 
tanggungjawab sam a aset itu sendiri, dan harapan 
supaya waktu balekkan aset itu masih dalam kondisi 
baik 
Bagaimana dengan kapasitas SOM pengurus barang 
Tukar bendahara ne bikin pusing kami, sebagian kan 
dah diajari, terus tukar bendaharanya, 
bendahara baru payah belajar lagi dari pertama 

StafBidang Aset 
Badan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Tengah 

RUSDA IIARTI JAUIIAR 
NIP.I98310112006042003 

akhirnya 
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TRANSKRIP HASIL W A W ANCARA 

Nama Infonnan 
NIP 
Jabatan 

Alamat 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Pewawancara 

Hasil Wawancara 
I. Pertanyaan 
Jawaban 

NILA WATI, SE 
19750405 200112 2 004 
Kasi Akutansi Penerirnaan Bidang Akuntansi dan 
Pelaporan 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
23 Juli 2018 
Khairun nisa 

Apakah gos termasuk objek pemanfaatan aset tetap 
Gedung gos, gedung pendari adalah objek retribusi 
yang sudah ditetapkan di dalam dan sudah dianggarkan 
dalam DPA 

Kasi Akutansi Penerimaan 
Badan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Tengah 

NILAWATI SE 
NIP. 19750405 200112 2 004 

43452.pdf
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Nama Informan 
Jabatan 
Alamat 
T em pat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Pewawancara 

Hasil Wawancara 
1. Pertanyaan 

Jawaban 

MAHARADIKO 
StafBidang Akuntansi dan Pelaporan 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
5 Apri12018 
Khairun nisa 

Apa yang paling menjadi permasalahan aset di kantor 
saudara 
kalau ada barang yang rusak atau diperbaiki lama kali 
prosesnya. Kadang-kadang kan kek malas pun 
bilangnya ini rusak itu rusak ... ngak di open ... yang 
laen dulu diurusin ... udah lama baru 
akhirnya kan perbaiki scndiri kadang-kadang 

Staf Akuntansi dan Pelaporan 
Badan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Tengah 

MAHARADIKO 

diperbaiki, 
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TRANSKRIP HASIL WA W ANCARA 

Nama Infonnan 
Jabatan 
Alamat 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Pewawancara 

Hasil Wawancara 
I. Pertan yaan 
Jawaban 

·-

DARMAWAN 
Bendahara Satpol PP 
Takengon 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
23 Juli 2018 
Khairun nisa 

Apakah ada belanja pcmeliharaan di SKPK saudara 
Awalnya ada anggarannya sebesar Rp. 3.000.000 
namun tidak ada tereatisasi sehingga pada saat 
anggaran perubahan anggaran pemeliharaan tersebut 
dinihilkan 
--·--

Bendahara Satpol PP 
Kabupaten Aceh Tengah 

DARMAWAN 

' 
' i 
' 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Nama Inforrnan 
Jabatan 
Alamat 
T em pat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Pewawancara 

Hasil Wawancara 
I. Pertanyaan 
Jawaban 

NURHASANAH 
Bendahara Pertanahan 
Takel_!gon 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
23 Juli 2018 

~ -~-. --

Khairun nisa 

Apakah ada belanja pemeliharaan di SKPK saudara 
SKPK kami masih baru jadi asetnya bel urn 
kepemilikannya, jadi baru tahun 2018 baru ada 

Bendahara Pertanahan 
Kabupaten Aceh Tengah 

NUR HASANAH 

jelas 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Nama Infonnan 
Jabatan 

Alamat 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Pewawancara 

Hasil Wawancara 
I. Pertanyaan 

Jawaban 

MUTIAQIM 
Bendahara Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan 
Pertamanan 
Takengon 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
23 Juli 2018 
Khairun nisa -

Apakah belanja pemeliharaan di SKPK anda sudah 
memadai 
Banyak kendaraan roda 4 yang tidak bisa beroperasi 
lagi, ada sekitar 5 truk pengangkut karena sudah rusak 
dan tidak diperbaiki, ketersediaan dana tidak cukup 
untuk memperbaiki rusak yang sangat berat, setiap 
tahun anggaran yang tersedia tidak cukup untuk 
mempertabaiki kerusakan tersebut, sudah sering kita 
usulkan biaya perbaikan, namun karena platfon terbatas 
sehingga di coret kembali 

Bendahara BLHKP 
Kabupaten Acch Tengah 

MUTTAQIM 
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Nama Infonnan 
NIP 
Jabatan 
AI am at 
TempatWawancara 
T anggal Wawancara 
Pewawancara 
HasiiWawancara 

I. Pertanyaan 

Jawaban 
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TRANSKRIP HASIL W A WANCARA 

ABDUL MALIK, SE. MM 
19680412 200112 I 004 
Kabid Akuntansi dan Pelaporan 
Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah 
Badan Pengelolaan Keua~_an Kab. Aceh Tengah 
3 April2018 

~-

Khairun nisa 

Apakah Kabupaten Aceh Tengah memiliki sistem dan 
prosedur pencatatan aset tetap 

Di Kabupaten Aceh Tengah kita memiliki ketentuan 
baku mengenai pencatatan aset tetap, yaitu mengacu 
kepada sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi yang , 
telah ditetapkan oleh bupati. Acuan ini akan menjadi 
patokanbagi SKPK dan Pemerintah Kabupaten Aceh 
Tengah khususnya untuk melakukan pencalatan dan 

pelaporan a set tetap. Sehingga akan memberikan 
keseragaman bagi SKPK dan memudahkan SKPK scrta 
pemerintah kabupaten aceh tengah untuk melakukan 
pencatatan aset tetap. 

KepalaB idangAku ntansidanPelaporan 
BadanPengelolaan K euan gan 

Kabupaten Aceh lengah 

AllDUL MALIK. SE. MM 
NIP.I96804!2 200112 I 004 
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TRANSKRIP HASJL WA WANCARA 

Nama lnforman Zuki 
Alamat Sara Rasa 
Tempat Wawancara Sara Rasa Kab. Aceh Tengah 
Tanggal Wawancara 23 Juli 2018 
Pewawancara Khairun nisa ·-

Hasil Wawancara 
I. Pertanyaan Bagaimana pendapat saudara dengan aset pemerintah 
Jawaban Banyak kali aset punya pemerintah yang tidak berurus, 

misalnya kayak yang dekat kita .... dermaga yang kurang 
diurus. Kesannya kan kayak buatnya aja gampang, tapi 
susah jaganya. Terus jalan-jalan yang ada dibuat, buka 
baru, tapi yang rusak pun ban yak, terusmasih ada 
sekolah enggak berpagar kan jadi rusak sekolahnya 
kama banyak hewan ternak yang kesekolah t ll .... 

Ada bangunan yang terbengkalai seperti tidak dirawat, 
salah satunya yang didekat keuangan, kantornya bekas 
uptd bebesen, sepertinya sudah tidak dipakai tagi, 
karena bangunan tua dan tidak terawat 

Masyarakat Kab Aceh Tengah 
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